BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR       26     TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BUPATI BANTUL,
	Menimbang :
	a. bahwa sesuai dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam untuk ikut serta dalam program prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah (P2TPD), perlu segera melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;



M EM U T U S K A N  :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PELAKSANAAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 1

Dalam rangka melaksanakan reformasi pengelolaan keuangan daerah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

a. Ketua
: Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

b. Sekretaris: Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

c. Anggota
: 1. Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul



: 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul


: 3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul

Pasal 2

Tugas Tim Pelaksana Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

a. Menyiapkan rencana tindak reformasi pengelolaan keuangan daerah melalui proses konsultasi yang melibatkan satuan kerja perangkat daerah;
b. Mensosialisasikan rencana tindak reformasi kepada satuan kerja perangkat daerah;
c. Mengkoordinasikan dan memimpin proses pengintegrasian kerangka kerja reformasi ke dalam produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
d. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah;

e. Melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah secara berkala;
f. Melaporkan kepada Koordinator Unit Pelaksana Program dan Bupati Bantul selaku pimpinan eksekutif secara triwulanan tentang kemajuan pelaksanaan rencana tindak dan pelaksanaan reformasi secara umum;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan bantuan teknis dan pelatihan/pengembangan kapasitas dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan reformasi;
h. Mengkoordinasikan penyebarluasan informasi mengenai laporan keuangan serta anggaran pada masyarakat luas.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Tim Pelaksana Reformasi Pengelolaan Keuangan Daerah, mempunyai wewenang :

a. Mendapatkan akses yang seluas-luasnya terhadap informasi yang dibutuhkan dari satuan kerja perangkat daerah dalam rangka pemantauan dan pelaporan pelaksanaan reformasi;

b. Mencatat dan melaporkan kepada Bupati Bantul dan Sekretaris Daerah tentang hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan reformasi, termasuk dalam hal tingkat kerjasama yang diberikan satuan kerja perangkat daerah;
c. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul atau Sekretaris Daerah untuk memberikan teguran kepada satuan kerja perangkat daerah yang tidak atau belum melaksanakan langkah-langkah reformasi yang direncanakan pada tenggang waktu yang dijadwalkan dalam rencana tindak;
d. Memberikan rekomendasi kepada Bupati Bantul dan Sekretaris Daerah tentang tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka memperlancar pelaksanaan reformasi

Pasal 4
Pedoman langkah-langkah reformasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini menugaskan kepada Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul untuk melaksanakan verifikasi atas pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Bantul.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor              Tahun 2005

Tanggal

PELAKSANA TUGAS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA

(   Pembina Tingkat I, IV/b   )

NIP. 490017858

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2005

TANGGAL

LANGKAH-LANGKAH REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
	PERTAMA
	Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat mengusulkan perubahan/pergeseran dalam DASK atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya. Usulan perubahan/pergeseran ini diajukan kepada Bagian Keuangan untuk diteliti dan disahkan, dengan ketentuan:

1.
Dapat dilakukan realokasi dana antar Sub Kegiatan dalam satu kegiatan;
2.
Dapat dilakukan perubahan volume keluaran pada sub kegiatan tanpa merubah alokasi dana kegiatan dan masih sesuai dengan sasaran kegiatan dan atau sasaran program;
3.
Dapat dilakukan realokasi dana antar kode rekening, dalam satu jenis belanja sepanjang tidak mengurangi :
a. 
Gaji dan berbagai tunjangan yang melekat dengan gaji;
b. 
Belanja untuk langganan listrik, telpon, gas dan air;
c. 
Alokasi untuk dana pendamping PHLN;
d. 
Belanja barang untuk pengadaan bahan makanan;
4.
Tidak diperkenankan ada perubahan terhadap :

a.
Pagu untuk masing-masing unit organisasi;
b.
Pagu untuk masing-masing kegiatan dan masing-masing jenis belanja;
c.
Kegiatan dan program.
Terhadap perubahan yang menyangkut butir 4 di atas harus mendapatkan persetujuan DPRD melalui proses perubahan anggaran. 



	KEDUA
	Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka hanya diperbolehkan untuk penanganan bencana alam, dan bencana sosial.

 

	KETIGA
	1. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM);

2. Pejabat dan/atau unit yang menerbitkan SPM harus berbeda dengan pejabat/unit yang memerintahkan pembayaran walaupun dimungkinkan keduanya berada dalam Satuan Kerja yang sama;

3. Pejabat dan/atau unit yang memerintahkan pembayaran tidak diperkenankan: 

a.
menerima pembayaran langsung dalam bentuk uang kas
b.
melakukan pembayaran kepada pihak ketiga langsung dengan uang kas/tidak melalui Bank.

4. Pejabat dan/atau unit yang memerintahkan pembayaran tidak diperkenankan menerima imbalan baik berupa honor atau imbalan lainnya dari Bank yang melakukan pembayaran pada pihak ketiga, dan tidak diperkenankan berkantor pada lokasi yang sama 


	KEEMPAT
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap bulan menyusun rekonsiliasi bank yang mencocokkan saldo menurut pembukuan, saldo menurut laporan bank dan format-format rekonsiliasi bank, serta bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran baik resmi dan/atau sementara.



	KELIMA
	1.
Setiap pembukaan rekening bank yang menampung uang yang menjadi hak pemerintah daerah, baik rekening kas daerah maupun rekening lainnya, harus dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan izin Bupati Bantul;
2.
Saldo dari rekening-rekening bank yang menampung uang yang menjadi hak pemerintah daerah harus dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Bantul.


	KEENAM
	Pada akhir tahun anggaran setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menerbitkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepada Bupati, yang salinannya diberikan kepada Badan Pengawasan Pembangunan Daerah, sebagai pengantar atas laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran satuan kerja tersebut. Isi surat tersebut menyatakan bahwa Kepala SKPD telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, dan bahwa seluruh pendapatan dan donasi yang diterima telah disetorkan ke Kas Daerah yang resmi. Ketentuan ini akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2006.



	KETUJUH
	1.
Seluruh pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya disetor langsung oleh pembayar pajak ke rekening pemerintah daerah, kecuali untuk pembayaran yang kecil seperti retribusi parkir, tiket masuk museum, tiket masuk pusat rekreasi, dan lain-lain.

2.
Tanda terima yang digunakan untuk setiap penerimaan dari pajak dan retribusi pendapatan daerah harus memiliki nomor sertal dan/atau berupa benda berharga;
3.
Pelaksanaan dari ketentuan ini dilaksanakan secara bertahap dan akan sepenuhnya dilaksanakan pada tahun anggaran 2007.



	KEDELAPAN
	Salinan dari laporan audit tahunan Badan Pengawasan Daerah diserahkan kepada DPRD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikeluarkannya. Laporan audit tahunan ini akan mengikuti laporan audit sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Pelaksanaan dari ketentuan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan yang ada dan akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun anggaran 2007.


	KESEMBILAN
	Laporan realisasi pertengahan periode APBD (triwulanan dan/atau semesteran) diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya triwulan/semester yang bersangkutan, dan dipublikasikan di media cetak dan/atau website disertai dengan nama dan alamat yang dapat dihubungi untuk memperoleh keterangan lebih lanjut.


BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

LAMPIRAN II :

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR            TAHUN 2005

TANGGAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
	Nomor

Lamp.

Hal 
	:

:      bendel

: Surat Penyataan Tanggung Jawab
	Bantul,           

Kepada Yth.

Bapak Bupati Bantul

Di - Bantul


Dengan Hormat,

Bersama ini Kami mengeluarkan surat pernyataan pertanggung jawaban sehubungan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 200X. Kami menyatakan bahwa laporan realisasi anggaran tahun 200X telah disajikan secara wajar dalam semua aspek dan kami bertanggung jawab terhadap penyajian laporan tersebut.
Kami menyatakan kebenaran pernyataan-pernyataan di bawah ini sepanjang pengetahuan kami sampai dengan tanggal surat ini dikeluarkan :

1. Realisasi anggaran sudah dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Semua informasi keuangan dan dokumen pendukung lainnya tersedia untuk keperluan pemeriksaan, termasuk seluruh rekening bank yang dimiliki oleh unit kerja.

3. Kami memahami bahwa pemeriksaan realisasi anggaran di Dinas XXX secara keseluruhan akan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku. Pengujian terhadap laporan keuangan dan prosedur pemeriksaan lainnya dapat dilakukan bila dianggap perlu untuk keperluan tersebut.

4. Tidak ada pernyataan atau bentuk komunikasi lainnya dari pihak-pihak yang berwenang tentang adanya ketidaktaatan atau selisih/perbedaan (kekurangan) dalam laporan keuangan 
Catatan: bila sekiranya ada harus diungkapkan/diinformasikan
5. Tidak ada transaksi penting yang tidak dicatat dalam laporan keuangan, termasuk seluruh saldo kas dan rekening bank yang dimiliki oleh satuan kerja.

6. Tidak ada KKN yang melibatkan pejabat atau pegawai yang memiliki peran penting dalam bidang pengendalian internal dan KKN yang melibatkan pihak lain yang menimbulkan dampak yang signifikan dalam laporan keuangan.

7. Pencatatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan sudah secara akurat dan disajikan secara wajar untuk semua transaksi anggaran daerah.

8. Semua penerimaan sudah dicatat dan dimasukan ke dalam kas daerah.

9. Satuan kerja telah mengikuti semua aspek yang penting dalam perjanjian-perjanjian kontrak yang dibuat dengan pihak ketiga. 


                            Hormat Kami,



Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah


                     .................................................


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
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